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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin bertumbuh 

pesat dan berdaya saing yang ketat, membuat pemilik perusahaan-perusahaan 

untuk berusaha meningkatkan kualitas kinerja usahanya yang efektif dan 

efisien dengan mempekerjakan pekerja/buruh semaksimal mungkin dengan 

jumlah tenaga kerja seminimal mungkin dengan harapan pekerja/buruh dapat 

memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan sesuai 

dengan sasaran perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satu cara yang 

berkembang saat ini yang banyak dilakukan oleh pengusaha yaitu fokus 

menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business), sedangkan 

pekerjaan penunjang seperti cleaning service, office boy, securitybagi 

perusahaan diserahkan kepada pihak lain melalui perusahaan penyedia jasa. 

Proses inilah yang dikenal dengan istilah outsourcing.
1
 

Berbicara mengenai outsourcing, Rajagukguk menguraikan 

pandanganya mengenai tentang outsourcing. Outsourcing adalah hubungan 

kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan disuatu perusahaan dengan 

sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan 

pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja.
2
Atau 

dengan kata lain outsourcing atau alih daya adalah pemindahan suatu 

                                                             
1
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1319/1070, diakses 

28 Februari 2016 Pukul 15.30 wib 
2
 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung : PT Aditya 

Bakti, 2014), Cet. Ke-1, Edisi IV, h. 64. 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1319/1070


2 
 

 
 

pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang dilakukan biasanya 

untuk memperkecil biaya produksi atau untuk mempusatkan perhatian pada 

hal yang paling utama di perusahaan itu. 

Pada dasarnya keberadaan outsourcing mempunyai dampak positif, 

seperti ketersedian lapangan pekerjaan.Perusahaan outsourcingmerupakan 

salah satu lembaga untuk menyerap tenaga kerja dengan melihat kondisi 

sekarang ini sangat sulit mencari pekerjaan dan pilihan untuk menjadi pekerja 

diperusahaan outsourcing merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan 

pekerjaan. Namun dalam pelaksanaaya kegiatan outsourcing masih 

mengalami permasalahan, sebagian pihak sangat mendukung kegiatan 

outsourcing ini, di pihak lain sangat menentang praktek outsourcing. Oleh 

sebab itu terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan outsourcing, maka 

dibuat undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

khususnya bab IX tentang hubungan kerja, yang didalamnya terdapat pasal-

pasal yang terkait langsung dengan outsourcing. Berikut ini adalah undang-

undang yang mengatur tentang outsourcing. 

1. Pasal 50-55, Perjanjian kerja. 

2. Pasal 56-59, Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

3. Pasal 60-63, Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

4. Pasal 64-66, Outsourcing.
3
 

Salah satu isi dari Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang 

ketengakerjaan yang mengatur mengatur mengenai perjanjian kerja 
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outsourcing di Indonesia adalah mengenai masalah hubungan kerja, dimana di 

dalamnya disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian 

kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Sejak disahkanya Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai 

Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi banyak.Ini dikarenakan para 

pengusaha melakukan upaya efesiensi biaya produksi (cost of produksi) dan 

salah satu solusinya adalah melalui sistem outsourcing.Di dalam pasal 66 ayat 

(2)a menyatakan adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh.
4
 Maksud dari pasal ini adalah antara perusahaan 

jasa pekerja/buruh harus ada hubugan dengan pekerja/buruh yang ditempatkan 

pada perusahaan pengguna,pasal inilah yang membuat perusahaan-perusahaan 

merasa di lindungi,perusahan akan merasa aman jika pekerja/buruh yang 

dioutsource berasal dari perusahaan jasa pekerja/buruh, sehinga keseluruhan 

tanggung jawab pekerja/buruh adalah tanggung jawab dari perusahaan jasa 

pekerja/buruh bukan tanggung jawab dari perusahaan pengguna. 

Namun disisi lain, di dalam pasal 1 butir 15 menyatakan  bahwa 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah.
5
Pasal ini juga lah yang membuat pekerja/buruh merasa dilindungi, 

bahwa hubungan kerjanya tidak dengan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh melainkan dengan perusahaan pengguna.Adanya kontradiksi 
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dalam kedua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum antara kedua belah 

pihak baik dari pihah pengusaha maupun dari pihak pekerja/buruh. 

Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruhnya untuk selanjutnya direkrut kembali melalui 

perusahaan jasa pekera/buruh. Secara tidak langsung pemerintah telah 

melegalkan bukan hanya sekedar perbudakan modern melainkan juga 

termasuk kedalam perdagangan manusia (human-trafficking), hal ini 

ditunjukan melalui pasal 66 ayat (2)a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaaan. 

Alasan pemerintah memberlakukan sistem kerja kontrak dan 

outsourcing adalah untuk menarik investor. Disini terdapat kesan bahwa 

pemerintah lebih mementingkan dampak ekonomi positif yang cenderung 

akan dinikmati para pemilik modal daripada dampak sosial yang buruk bagi 

masyarakat terutama buruh.
6
Penggunaan outsourcing seringkali digunakan 

sebagai strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada core business-nya. 

Namun, pada prakteknya outsourcing didorong oleh keinginan perusahaan 

untuk menekan cost hingga serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan 

berlipat ganda walaupun seringkali melanggar etika bisnis. 

Berkaitan dengan bisnis, bisnis merupakan bagian dari aktivitas sosial, 

bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi produksi, 

pertukaran barang, jasa, atau uang ang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dengan maksud memperoleh manfaat, misalnya untuk memenuhi kebutuhan 
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dan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, bisnis merupakan proses 

sosial yang terorganisasiyang dilakukan individu atau kelompok untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan anggota masyarakat.Jadi tujuan utama 

berbisnis bukan lah mencari keuntungan, melainkan melayani kepentingan 

masyarakat.Keuntungan merupakan simbol kepercayaan masyarakat atas 

kegiatan bisnis yang dilakukan.Namun bisa kita lihat di berbagai tempat baik 

itu dari media Televisi maupun media cetak banyak pekerja/buruh 

outsourcingmengadakan demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka. 

Jika keuntungan dijadikan motif utama, sering kali perusahaan 

terjerumus dalam praktik menghalalkan segala cara demi keuntungan itu 

sendiri. Apabila hal itu terjadi maka hak-hak pekerja hanya akan menjadi 

angan-angan semata dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak dan 

semestinya. Tentu ini mengganggu rasa keadilan yang mana kita ketahui 

bahwa bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang mana 

tertuang pada nilai-nilai pancasila pada sila ke-2 yang mana disebutkan bahwa 

“kemanusian yang adil dan beradab’’ kemudian dijelaskan kembali pada sila 

ke-5 yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia’’.  

Oleh karena itu penulis sadar betul bahwa keadilan hanya akan muncul 

apabila hak dan kewajiban diperlakukan secara seimbang. Pekerja outsourcing 

dihadapkan oleh dua pilihan di Ibaratkan seperti makan buah 

simalakama.Maksudnya, tidak di pungkiri bahwa perusahaan jasa outsourcing 

sebagai pihak ketiga sangat di butuhkan oleh masyarakat agar lebih mudah 
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untuk mencari pekerjaan dibandingkan mencari pekerjaan sendiri. Hal ini di 

sebabkan perusahaan-perusahaan atau instansi lainya sekarang ini trend 

menggunakan jasa outsourcingdikareanakan ingin lebih fokus kepada kegiatan 

inti perusahaan dan kegiatan penunjang diserahkan kepada pihak ketiga yaitu 

perusahaan outsourcing. Ketika masyarkat (calon buruh) menggunakan jasa 

outsourcing maka kemungkinan mereka harus menerima sebagian hak-hak 

mereka tidak akan mereka dapatkan. Disisi lain tenaga mereka di eksplotasi 

oleh perusahaan. 

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai 

hubungan manusia dengan Tuhanya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan manusia yang disebut Mu’amalah. Mu’amalah 

merupakan hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

medapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
7
 Juga merupakan 

kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifahdimuka bumi yang bertugas 

menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat 

manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. 

Terlebih dalam menjalankan kegiatan muamalah, salah satu hal yang 

sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara 

untuk memperoleh harta dalam dalam syariat islam yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai allah dan 

harus ditegaskan isinya. Hal ini jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-

maidah ayat 1 : 
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                                 

                       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.
8
 

 

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-uquud yang berarti ikatan atau tali simpul.
9
Menuurut ulama fiqh, 

kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai 

kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam 

objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian 

harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang 

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan 

pertama dalam ijab dan Kabul.Kedua sesuai dengan kehendak syariat.Ketiga 

adanya akibat hukum pada objek perikatan.
10

 

Terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan 

dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis 

akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya, dan outsourcing 

merupakan salah satu bentuk akad tijari, yang mana akad tijari adalah akad 

yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun 

dan syarat telah dipenuhi semua, atau dalam redaksi lain akad tijari 
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(conpenstional contract) adalah segala macam perjanjian yang meyangkut for 

profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan, karena itu bersifat komersil.
11

 

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat 

permasalahn ini, karena mengingat peran outsourcing sangatlah penting bagi 

masyarakat dalam meyediakan lapangan pekerjaan.Namun dalam perspektif 

fiqh muamalah nampaknya secara umum perjanjian outsourcing belum 

mencerminkan konsep ideal, terlebih lagi dalam hubungan hukum atau akad 

para pihak.sehingga disini muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya 

penerapan perjanjian outsorcing dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tersebut dilakukan.  

Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat permasalaha ini yang 

berjudul “Analisis terhadapperjanjian kerja outsorcing dalam Undang-

undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 ditinjau menurut perspektif 

fiqh muamalah” 

 

B. Batasan masalah 

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih valid dan mendalam, dan 

mengingat banyak masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu 

dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah dalam tulisan ini 

adalah pada Perjanjian (akad) kerja outsourcing dalam undang-undang nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau menurut perspektif fiqh 

muamalah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas.Maka  dapat dirumuskan 

permaslahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perjanjian kerja outsourcing pasal 64-66 dalam Undang-

undang ketenaga kerjaan No 13 Tahun 2003? 

2. Bagaimana perjanjian kerja outsourcing ditinjau menurut perspektif fiqh 

muamalah?  

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui perjanjian kerja outsourcing di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui tijauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerja 

outsourcing. 

2. Manfaat penelitian  

a. Sebagai salah satu syarat penulis dalam menyelasaikan studi pada 

Fakultas Syariah dan Hukum jurusan muamalah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

b. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dalam megetahui dan 

menerapkan ilmu pengetahun. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadika sumbangan informasi dan 

pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian 

terhadap masalah yang sama  untuk masa yang akan datang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan 

menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

outsourcingdari berbagai literatur yang ada. 

2. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian berasal dari bahan-bahan literatur yang 

ada kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Bahan primer, yaitu buku yang berkaitan langsung dengan 

pembahasan yang penulis ambil seperti UU No.13 tahun 2003, buku-

buku outsourcing. 

b. Bahan sekunder, yaitu buku-buku penunjang yang bisa 

memperkuatdan memperjelas permasalahan yang diangkat penulis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Mengumpulkan buku-buku baik primer maupun sekunder yang ada 

hubunganya dengan masalah penelitian. 

b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat 

materi-materi yang ada hubunganya dengan pendelitian. 

c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan 

keadalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan 

masalah dalam penelitian 
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4. Metode Analisis Data 

Data-data yang  sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan 

pengumpulan data diatas selanjutnya diaalisis dengan menggunakan 

teknik isi (konten analisis) yaitu mempelajari hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

5. Metode Penulisan 

Setelah mempeoleh data melalui cara-cara diatas, dan untuk 

pembahasan selanjutnya penulis menggunakan metode analisa data 

sebagai berikut : 

a. Metode induktif, yaitu metode pengetahuan yang berangkat dari data 

bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode deskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan 

data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada 

masalah penelitian. 

c. Komparatif, yaitu dengan membandingkan suatu pendapat dengan 

pendapat lainya secara objektif dan memilih salah satu pendapat yang 

kuat.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah 

pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara 

keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang mana 

keseluruhan uraian terebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu 

sama lainya, yaitu : 
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BAB I :  Bab ini akan di uraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

penelitian, Metode Peneliian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Bab ini akan dijelaskan tentang perjanjian (akad) dalam 

fiqh muamalah. Diantaranya: akad, rukun dan syarat akad, 

ijarah, ketentuan ijarah, rukun dan syarat ijarah 

BAB III : Bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan umun perjajian 

kerja outsourcingdalam Undang-undang nomor 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan. Diantaranya: sejarah 

undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

konsep hubungan kerja, outsourcing 

BAB IV : Bab ini dijelaskan tentang analisis perjanjian kerja 

outsourcing ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah. 

Analisa akad perjanjian kerja outsourcingdalam UU KK No 

13 tahun 2003 dan analisa perjanjian kerja outsourcing 

menurut perspektif fiqh muamalah 

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 

atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab 

sebelumnya. 

 


